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ABSTRAK 

 

MEKANISME REKRUTMEN HAKIM AD HOC DI PENGADILAN 

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh  

Indra Bangawan Sangadji 
 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), disebutkan bahwa hakim yang 

bersidang terdiri dari 3 hakim, satu hakim karier dan dua hakim Ad-hoc. Hakim 

Ad-hoc adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk dari organisasi pekerja dan 

organisasi pengusaha. Tujuannya, karena hukum perburuhan ini mempunyai sifat 

yang spesifik, maka dibutuhkan orang-orang khusus yang mengerti permasalahan 

perburuhan. Keberadaan hakim Ad-hoc pada peradilan hubungan industrial perlu 

diperhatikan dan dikaji mengenai kedudukan dan perannya sebagai hakim dalam 

memberikan putusan mengenai sengketa hubungan industrial, agar putusan yang 

dikeluarkan sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu editing, sistematisasi dan klasifikasi data. Analisis data 

dilakukan dengan cara analisis kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pertama, seseorang untuk 

dapat diangkat menjadi Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial 

harus  memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana dalam UU PPHI dan 

dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran pada Disnaker Propinsi asal calon hakim 

tersebut, dilanjutkan dengan seleksi administratif serta pelaksanaan tes tertulis 

serentak yang diadakan di seluruh Indonesia.  Kedua, keterlibatan Hakim Ad-hoc 

dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, memegang peranan penting 

mengingat Perselisihan Hubungan Industrial karena perkara yang bersifat khusus, 

sehingga dibutuhkan aparat penegak hukum yang benar-benar berpengalaman di 

bidang hubungan industrial. 

 

 

Kata Kunci: Hakim Ad-hoc, Pengadilan, Perselisihan Hubungan Industrial 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

RECRUITMENT MECHANISM OF AD HOC JUDGE IN INDUSTRIAL 

RELATION DISPUTE IN LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

Indra Bangawan Sangadji 
 

 

Based on Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement 

(UU PPHI), it is mentioned that the judges consisting of 3 judges, one career 

judge and two Ad-hoc judges. Ad-hoc judge is a member of a designated panel of 

judges of workers and employers organizations. The goal, because this labor law 

has a specific nature, it is needed special people who understand the problems of 

labor. The existence of an Ad-hoc judge on industrial relations courts should be 

considered and reviewed about his position and role as judge in providing 

decisions concerning industrial relations disputes, in order that decisions are 

issued in line with and in accordance with applicable laws and regulations. 

 

Problem approach in this research is done by normative and empirical juridical 

approach. Data source in this research consist of primary data and secondary data. 

Data processing method used in this research is editing, systematization and data 

classification. Data analysis is done by qualitative analysis. 

 

The results of the study and discussion show that First, a person to be appointed as 

an Ad-hoc Judge in the Industrial Relations Court must fulfill the conditions 

specified in the PPHI Law and proceed with the registration stage at the Provincial 

Manpower Office of the prospective judge, followed by administrative selection 

and execution simultaneous written tests held throughout Indonesia. Secondly, the 

involvement of the Ad-hoc Judges in the Industrial Relations Dispute Settlement 

plays an important role in considering the Industrial Relations Disputes because of 

special cases, so that law enforcement officers who are actually experienced in the 

field of industrial relations are required. 

 

Keywords: Ad-hoc Judge, Court, Industrial Relations Disputes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

 

Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan 

perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai  salah satu dari lembaga peradilan, 

hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan 

media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi 

hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang 

baik dalam lembaga peradilan, maka jargon-jargon good government dan good 

governance yang selama ini digembar-gemborkan oleh banyak pihak tidak akan 

dapat terealisasi, hanya sebatas “mimpi” semata. 

 

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk 

menegakkan keadilan dan kebenaran,  menghukum orang yang berbuat salah dan 

membenarkan orang yang benar. Didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya 

bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi 

tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap - tiap amar putusan hakim 

selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), disebutkan bahwa hakim yang 

bersidang terdiri dari 3 hakim, satu hakim karier dan dua hakim Ad-hoc. Hakim 

Ad-hoc adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk dari organisasi pekerja dan 

organisasi pengusaha. Seorang hakim Ad-hoc tidak diperbolehkan untuk 

merangkap jabatan sebagaimana juga yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

Berdasarkan pasal 67 UU PPHI Masa tugas hakim Ad-hoc pada Pengadilan 

Hubungan Industrial dan Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung adalah lima 

tahun dan kemudian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, namun 

demikian dalam masa tugasnya hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan 

Industrial dan pada Mahkamah Agung dapat diberhentikan dengan hormat dari 

jabatannya. 

 

Berdasarkan Pasal 60 UU PPHI disebutkan bahwa susunan majelis hakim pada 

pengadilan hubungan industrial terdiri dari hakim karir dan hakim Ad-hoc. Dalam 

praktek pemeriksaan perkara di pengadilan hubungan industrial, komposisi 

majelis hakim dalam pemeriksaan perkara hubungan industrial terdiri dari seorang 

hakim karir, dan dua orang hakim Ad-hoc. Masing-masing hakim Ad-hoc 

dicalonkan dari pihak asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.
1
 

 

Komposisi susunan majelis hakim seperti ini sangat berlainan dengan susunan 

majelis hakim pada peradilan umum (pengadilan negeri)
2

 ataupun pada 

pengadilan khusus lainnya yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. 

                                                 
1
 Ari Hernawan. 2011. “Pengaturan dan Implementasi Mogok Kerja di Indonesia”. Disertasi S-3. 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. yogyakarta 
2
 Sudikno Mertokusumo. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Keenam. Yogyakarta: 

Liberty.  
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Sebagai contoh dalam hal ini adalah susunan majelis hakim pada pengadilan niaga 

yang terdiri dari dua hakim karir dan satu hakim Ad-hoc
3
. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa keberadaan hakim Ad-hoc di pengadilan khusus ini 

ternyata tidak efektif
4

. Sebagai contoh misalnya pada waktu dibentuknya 

pengadilan niaga telah dilantik 13 hakim Ad-hoc, namun demikian dari ketiga 

belas hakim Ad-hoc yang dilantik tersebut yang berperan aktif terlibat dalam 

pemeriksaan perkara hanya satu hakim. Ketidakterlibatan hakim Ad-hoc tersebut 

dalam pemeriksaan perkara diantaranya dikarenakan kurangpahamnya para hakim 

Ad-hoc yang dilantik tersebut tentang hukum acara di pengadilan.
5
 

 

Menurut data Ditjen Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jamsos Kemenaker 

RI, per 31 Desember 2016, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi 

ada sebanyak 1.554 kasus di tahun 2016, sementara kasus perselisihan yang 

muncul sebesar 1.320 kasus. Tingginya kasus PHK dan kasus perselisihan 

tersebut tentunya menjadi sebuah gambaran tentang kondisi riil hubungan 

industrial yang terjadi saat ini.
6
 Menurutnya, proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang diatur dalam UU PHI, dan sudah beroperasi tiga belas 

tahun ini ternyata belum bisa menjawab kebutuhan kaum buruh untuk 

memperoleh proses penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah.  

 

                                                 
3
 Tata Wijayanta. 2007. “Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan 

Dengan Pelantikan Hakim Ad-hoc Dalam Perkara Kepailitan.” Legality. Fakultas Hukum 
Universitas Muhamadiyah Malang (UMM). ISSN: 0854-6509 Akreditasi No. 23a/DIKTI/Kep/2004. 
Vol. 15 No. 1, Maret - Agustus 2007, hlm. 136. 
4
 Ibid., hlm. 15 

5
 Ibid., hlm. 110 

6
 Timboel Siregar. Selaku Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), 22 April 2016 

dikutip dari Mashari. “Membangun Sistem Peradilan Hubungan Industrial Yang Berwibawa”. 
Jurnal Ilmiah “Dunia Hukum” Vol. 1 Oktober 2016, hlm. 115 
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Pada dasarnya yang dibutuhkan adalah hakim Ad-hoc merupakan orang yang 

mengerti dan memahami hukum perburuhan saat ini dengan baik. Tujuannya, 

karena hukum perburuhan ini mempunyai sifat yang spesifik, maka dibutuhkan 

orang-orang khusus yang mengerti permasalahan perburuhan. Masalah 

perburuhan melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, berbeda 

dengan hakim peradilan umum yang merupakan murni hukum. Keberadaan hakim 

Ad-hoc pada peradilan hubungan industrial perlu diperhatikan dan dikaji 

mengenai kedudukan dan perannya sebagai hakim dalam memberikan putusan 

mengenai sengketa hubungan industrial, agar putusan yang dikeluarkan sejalan 

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 

uraian singkat di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Mekanisme Rekrutmen Hakim Ad-hoc di Pengadilan Perselisihan Hubungan 

Industrial di Provinsi Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1.2.1. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan 

diteliti adalah : 

a. Bagaimanakah Mekanisme Rekrutmen Hakim Ad-hoc di Pengadilan 

Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi Lampung? 

b. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

Rekrutmen Hakim Ad-hoc di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial 

di Provinsi Lampung? 
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1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum 

Administrasi Negara (HAN) yang mana membahas mengenai mekanisme 

perekrutan hakim Ad-hoc di pengadilan perselisihan hubungan industrial di 

provinsi Lampung. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini meliputi 

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang & Dinas Tenaga Kerja & 

Transmigrasi Provinsi Lampung. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini 

dilaksanakan pada tahun 2017/2018. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Mekanisme Rekrutmen Hakim Ad-hoc di Pengadilan 

Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi Lampung 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Mekanisme 

Rekrutmen Hakim Ad-hoc di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial 

di Provinsi Lampung 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai upaya pengembangan wawasan 

pemahaman dibidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai 

Hukum Ketenagakerjaan tentang Perselisihan Hubungan Industrial berkaitan 

dengan Perekrutan Hakim Ad-hoc pada peradilan hubungan industrial. 
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b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para 

pihak yang melakukan perekrutan hakim Ad-hoc perselisihan hubungan 

industrial dan berguna bagi para calon hakim Ad-hoc, serta sebagai bahan 

bacaan dan rujukan bagi masyarakat dan peneliti hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1. Perselisihan Hubungan Industrial 

 

Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 1 UU PPHI diartikan perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan 

mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 

 

Dalam UU PPHI mengenal 4 (empat) jenis perselisihan yaitu: 

a. perselisihan hak; 

b. perselisihan kepentingan; 

c. perselisihan PHK; dan 

d. perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan. 

 

Mekanisme yang harus ditempuh dalam setiap perselisihan adalah sebagai berikut: 

a. Bipartit, yaitu Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh 

atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial. 

b. Mediasi, yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 

perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat 
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c. pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang 

ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 

d. Konsiliasi, yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan 

pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 

hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang 

atau lebih konsiliator yang netral. 

e. Arbitrasi, yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan 

antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar 

Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak 

yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter 

yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. 

f. Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di 

lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan 

memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. 

 

Semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui 

musyawarah secara bipartit, apabila perundingan mencapai persetujuan atau 

kesepakatan, maka persetujuan bersama (PB) tersebut dicatatkan di Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI), namun apabila perundingan tidak mencapai kata 

sepakat, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya ke instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada kabupaten/kota. 
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2. 2. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial 

 

Menurut Charles D. Drake seperti yang dikutip dalam buku Lalu Husni, 

perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dapat terjadi karena didahului 

oleh pelanggaran hukum juga dapat terjadi karena bukan pelanggaran hukum. 

Perselisihan perburuhan yang terjadi akibat pelanggaran hukum pada umumnya 

disebabkan karena: 

a. Terjadi perbedaan paham dalam pelaksanaan hukum perburuhan. Hal ini 

tercermin dari tindakan pekerja/buruh atau pengusaha yang melanggar suatu 

ketentuan hukum, misalnya pengusaha tidak mempertanggungkan 

buruh/pekerjanya pada program asuransi ketenagakerjaan, membayar upah di 

bawah ketentuan standar minimum yang berlaku, tidak memberikan cuti dan 

sebagainya. Perselisihan perburuhan yang terjadi tanpa didahului oleh suatu 

pelanggaran, umumnya disebabkan oleh: 

1. Perbedaan dalam menafsirkan hukum perburuhan, misalnya menyangkut 

cuti melahirkan dan gugur kandungan, menurut pengusaha buruh/pekerja 

wanita tidak berhak atas cuti penuh karena mengalami gugur kandungan, 

tetapi menurut buruh/serikat buruh hak cuti harus tetap diberikan dengan 

upah penuh meskipun buruh hanya mengalami gugur kandungan atau tidak 

melahirkan. 

2. Terjadi karena ketidaksepahaman dalam perubahan syarat-syarat kerja, 

misalnya buruh/serikat buruh menuntut kenaikan upah, uang makan, 

transport, tetapi pihak pengusaha tidak menyetujuinya. 
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b. Tindakan pengusaha yang diskriminatif, misalnya jabatan, jenis pekerjaan, 

pendidikan, masa kerja yang sama tapi karena perbedaan jenis kelamin dan 

diperlakukan berbeda. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PPHI, bahwa jenis-jenis perselisihan hubungan 

industrial meliputi: 

a. perselisihan hak; 

b. perselisihan kepentingan; 

c. perselisihan PHK; dan 

d. perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan. 

Ad. 1 Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya 

hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama.
7
 

 

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa perselisihan hak (rechtsgeschil) 

merupakan perselisihan hukum karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran 

kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak termasuk di dalamnya hal-hal yang 

sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, 

menurut Imam Soepomo, perselisihan hak terjadi karena tidak adanya persesuaian 

paham mengenai pelaksanaan hubungan kerja. 

 

Ad. 2 Perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan 

kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/ atau 

                                                 
7
 Asri  Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 180 
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perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
8
 

 

Dari pengertian mengenai perselisihan kepentingan tersebut, jelaslah 

perbedaannya dengan perselisihan hak. Obyek sengketa perselisihan hak adalah 

tidak dipenuhinya hak yang telah ditetapkan karena adanya perbedaan dalam 

implementasi atau penafsiran ketentuan peraturan perundang-undanngan, 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang 

melandasi hak yang disengketakan, sedangkan dalam perselisihan kepentingan, 

obyek sengketanya karena tidak adanya kesesuaian paham/pendapat mengenai 

pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam 

perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan 

kata lain, dalam perselisihan hak yang dilanggar adalah hukumnya, baik yang ada 

dalam peraturan perundangundangan, dalam perjanjian kerja, peaturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sedangkan dalam perselisihan 

kepentingan menyangkut pembuatan hukum dan/atau perubahan terhadap 

substansi hukum yang sudah ada. 

 

Ad. 3 Perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja 

yang dilakukan oleh salah satu pihak.
9
 

 

Perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja yang paling banyak terjadi 

selama ini. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi atas inisiatif dari pihak 

                                                 
8
 Loc.cit 

9
 Loc.cit 
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pengusaha maupun buruh/pekerja, di mana dari pihak pengusaha melakukan 

pemutusan hubungan kerja dikarenakan buruh/pekerja melakukan berbagai 

tindakan pelanggaran. Demikian sebaliknya, para buruh/pekerja juga dapat 

mengajukan permohonan untuk dilakukan pemutusan hubungan pemutusan kerja 

karena pihak pengusaha tidak melaksanakan kewajiban yang teelah disepakati 

atau bertindak sewenang-wenang kepada buruh/pekerja. Pemutusan Hubungan 

Kerja seringkali tidak dapat dihindari. Hal ini dapat dipahani karena hubungan 

antara buruh/pekerja dengan pengusaha didasarkan atas kesepakatan untuk 

mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Jika salah satu pihak sudah tidak 

menghendaki lagi untuk terikat atau diteruskan dalam hubungan kerja, sulit untuk 

mempertahankan hubungan kerja yang harmonis diantara kedua belah pihak.
10

. 

 

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, yaitu perselisihan antara serikat 

pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu 

perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, 

pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. Perselisihan ini biasanya 

menyangkut masalah dominasi keanggotaan dan keterwakilan dalam perundingan 

pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) di suatu perusahaan.
11

. 

 

2. 3. Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Pengadilan 

Hubungan Industrial 

 

Pengadilan Hubungan Industrial dalam sistem peradilan Indonesia termasuk 

pengadilan khusus dalam lapangan peradilan umum. Hal tersebut sesuai dengan 

                                                 
10

 Lalu Husni. Op.Cit. Hal 47 
11

 Maimun, 2007. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 153.  
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Pasal 55 UU PPHI. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

pengadilan hubungan industrial masih memberlakukan hukum acara perdata yang 

termasuk pada ruang lingkup peradilan umum, kecuali diatur dengan ketentuan 

yang berbeda dalam UU PPHI. UU PPHI menyatakan bahwa hakim yang 

bersidang terdiri dari 3 (tiga) hakim, satu hakim karier dan dua Hakim Ad-hoc. 

Hakim Ad-hoc adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk dari organisasi 

pekerja dan organisasi pengusaha. Hakim Ad-hoc merupakan orang yang 

dianggap mengerti dan memahami hukum perburuhan saat ini dengan baik. 

Tujuannya, karena hukum perburuhan ini mempunyai sifat yang spesifik, maka, 

dibutuhkan orang-orang khusus yang mengerti permasalahan perburuhan. 

Masalah perburuhan tidak hukumansis, ada faktor sosial, ekonomi, politik, dan 

sebagainya. Berbeda dengan hakim peradilan umum yang merupakan murni 

hukum. 

 

Sebelum keluarnya Undang-Undang Hubungan Industrial penyelesaian sengketa 

perburuhan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 melalui 

peradilan P4D dan P4P. Untuk mengantisipasi penyelesaian dan penyaluran 

sengketa Buruh dan Tenaga Kerja sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman dibuat 

dan diundangkan UU PPHI sebagai wadah peradilan Hubungan Industrial di 

samping peradilan umum. Dalam Pasal 56 UU PPHI menyatakan bahwa 

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutuskan: 

a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 

b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; 

c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; 
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d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 

 

Para pihak yang beracara dipengadilan hubungan industrial tidak dikenakan biaya 

perkara termasuk biaya pelaksanaan putusan yang nilai gugatannya kurang dari 

Rp. 150.000.000, artinya untuk nilai gugatan di bawah jumlah nominal tersebut 

para pihak beracara dengan cuma-cuma. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara 

peradilan perdata atau agama yang walaupun juga berawal dari gugatan, namun 

tetap membayar biaya perkara tanpa memperhatikan berapa nilai gugatannya, 

kecuali jika Penggugat mengajukan prodeo kepada hakim. Prodeo pun 

membutuhkan proses yang tidak sederhana, karena hakim akan mengadakan pra 

peradilan untuk memutuskan apakah Penggugat layak untuk mendapat prodeo 

atau tidak. Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk di Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah Agung. Pengadilan Hubungan Industrial juga dibentuk di provinsi dan 

kabupaten/kota tertentu. 

 

Susunan Pengadilan Hubungan Industrial terdiri dari: 

a. Hakim; 

b. Hakim Ad-hoc (mewakili organisasi pekerja dan organisasi pengusaha 

c. Panitera Muda; dan 

d. Panitera Pengganti. 

 

Susunan Pengadilan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung terdiri dari: 

a. Hakim Agung; 

b. Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung; dan 
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c. Panitera. 

 

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus: 

a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 

b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; 

c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan 

d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 

 

Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Hubungan Industrial adalah Hukum 

Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum 

kecuali secara khusus diatur dalam UU PPHI. Gugatan perselisihan Hubungan 

Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. 

 

Pengajuan gugatan wajib dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau 

konsiliasi, apabila tidak lampirkan dengan risalah penyelesaian melalui mediasi 

atau konsiliasi berkas dikembalikan kepada para pihak. Gugatan dapat dicabut 

Penggugat sebelum Tergugat memberi jawaban. Dalam hal perselisihan hak dan 

atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan hubungan kerja, 

Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perselisihan hak 

dan atau perselisihan kepentingan. Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi 

pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan 

Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. 
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Berdasarkan UU PPHI, Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan 

khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum, yang bertugas dan 

berwenang untuk memeriksa dan memutus: 

a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan 

hubungan kerja; 

b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan 

perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
12

 

 

Pengadilan Hubungan Industrial untuk pertama kalinya dibentuk pada setiap 

Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota di setiap ibukota provinsi yang mempunyai 

daerah hukum meliputi seluruh wilayah provinsi bersangkutan dan pada 

Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Untuk kabupaten/kota yang padat industri 

juga dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. 

Susunan hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri 

dari Hakim, Hakim Ad-hoc, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
13

 

 

Ketua Pengadilan Hubungan Industrial adalah Ketua Pengadilan Negeri setempat, 

dengan Majelis Hakim terdiri dari 1 (satu) Ketua Majelis dari Hakim Karier, 2 

(dua) anggota Hakim Ad-hoc masing-masing dari unsur pengusah*a dan unsur 

pekerja yang diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung 
14

Susunan 

hakim pada Mahkamah Agung terdiri dari Hakim Agung, Hakim Agung Ad-hoc 

dan Panitera. 

                                                 
12

 Zaeni Asyhadie II. 2007. Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja  Jakarta: 
Raja Grafindo Persada. Hal. 158 
13

 Maimun. Op.Cit. Hal. 169 
14

 Agusmidah, 2010. Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Medan: Medan USU Press. 
Hal. 163 
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Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum 

acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum 

kecuali bila ada hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU PPHI. Para pihak 

yang berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenakan biaya apapun 

juga termasuk biaya eksekusi apabila nilai gugatannya di bawah Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam proses beracara.
15

 Beracara 

di Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan dengan pemeriksaan acara biasa dan 

pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan melalui acara biasa meliputi 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Gugatan; 

b. Jawaban Tergugat; 

c. Replik (tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat); 

d. Duplik (tanggapan Tergugat atas replik Penggugat); 

e. Pembuktian (surat dan saksi-saksi); 

f. Kesimpulan para pihak, dan 

g. Putusan hakim.
16

 

 

2. 4. Pengertian Hakim 

 

Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi hakim, yaitu orang yang mengadili 

perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
17

. Hakim adalah pejabat peradilan 

negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 

                                                 
15

 Maimun. Op.Cit. Hal. 173 
16

 Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 132 
17

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam jaringan http://kbbi.web.id/hakim diakses pada 1 
Agustus 2017 

http://kbbi.web.id/hakim
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8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam 

pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata  

perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya 

negara hukum Republik Indonesia
18

. Berhakim berarti minta diadili perkaranya; 

menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman 

artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap 

seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. 

 

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (law enforcement) di pengadilan 

yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan 

panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah das sein (yang 

senyatanya) dan meninggalkan wilayah das sollen (yang seharusnya). Hukum 

tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan 

perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh living interpretator yang 

bernama hakim.
19

 Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengkombinasikan 

tiga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan 

hukum. Tugas ini tentu saja tidak mudah dilaksanakan, namun dengan cara itu, 

maka akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan 

putusannya.
20
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 Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU 48 Tahun 2009 
19

A. AhsinTohari, 2004, KomisiYudisialdanReformasiPeradilan, Jakarta: ELSAM, hal. 26. 
20

Taufiqurrahman Syahuri, Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang 
Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih, Makalah disampaikan pada seminar 
dengan tema, “Pembaharuan Sistem Hakim Sebagai Pondasi MewujudkanPeradilan Bersih”, yang 
diselenggarakan di Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, pada tanggal 10Oktober 
2013. 
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2.4.1. Macam-macam Hakim 

 

Peradilan di Indonesia tidak hanya mengenal istilah Hakim saja tetapi juga istilah 

Hakim Ad-hoc. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), Hakim Ad-hoc adalah Hakim yang 

bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya 

diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan tentang hakim Ad-hoc juga hakim 

dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan hakim adalah hakim karier dan 

hakim Ad-hoc. 

 

Istilah hakim juga dapat ditemui antara lain dalam Pasal 6B UU No. 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (UU MA) yang menyatakan: 

(1) Calon hakim agung berasal dari hakim karier. 

(2) Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim 

agung juga berasal dari nonkarier. 

 

Kemudian, Penjelasan Pasal 6B UU MA menyebutkan: 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim karier” 

adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh 

Mahkamah Agung. 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal dari nonkarier” 

adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.” 

 

Jadi, istilah hakim karier dan nonkarier dalam UU MA di atas digunakan dalam 

konteks calon hakim agung. Hakim karier digunakan untuk menunjuk calon 

hakim agung yang berasal dari dalam lingkungan badan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung. Sedangkan, calon hakim agung yang berasal dari luar 

lingkungan badan peradilan termasuk calon hakim agung nonkarier. 

 

Perbedaan lainnya antara hakim karier dan nonkarier dapat diketahui dari 

pengaturan Pasal 7 UU MA berikut: 

“Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat: 

a. hakim karier; 

1. warga negara Indonesia; 

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau 

sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 

4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 

5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 

6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, 

termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan 

7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan 

pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. 
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b. nonkarier: 

1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, 

angka 4, dan angka 5; 

2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling 

sedikit 20 (dua puluh) tahun; 

3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum 

atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan 

4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” 

Perlu diketahui juga bahwa istilah hakim karier dan nonkarier ini hanya dikenal 

selama proses pencalonan hakim agung. Setelah calon hakim agung diangkat 

menjadi hakim agung, tidak lagi ada perbedaan kedudukan antara hakim agung 

yang berasal dari dalam lingkungan badan peradilan (jalur hakim karier), maupun 

yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan (jalur nonkarier). 

 

Di sisi lain, dalam konteks yang berbeda, kita juga dapat menemui istilah hakim  

dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, di antaranya dalam Pasal 

1 angka 18-20 UU PPHI yang mendefinisikan: 

(18) Hakim adalah Hakim Karier Pengadilan Negeri yang ditugasi pada 

Pengadilan Hubungan Industrial; 

(19) Hakim Ad-hoc adalah Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial 

dan Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul 

serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha; 
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(20) Hakim Kasasi adalah Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah 

Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap 

perselisihan hubungan industrial; 

  

Seperti di ketahui, di dalam UU PPHI yang dimaksud dengan hakim adalah hakim 

karier dan hakim Ad-hoc (lihat Pasal 1 angka 18). Sedangkan, yang dimaksud 

dengan hakim Ad-hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan 

yang ditentukan dalam UU PHI sebagai hakim PHI. 

 

Lebih jelas disebutkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa 

susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari: 

a. Hakim; 

b. Hakim Ad-hoc; 

c. Panitera Muda; dan 

d. Panitera Pengganti. 

 

Hakim Ad-hoc merupakan hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang 

memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, 

menghayati cita-citanegara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan 

keadilan, memahami dan menghormatihak asasi manusia dan kewajiban dasar 

manusia. 

 

Pasal 61 UU PPHI, menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung. Pengangkatan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
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dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 63 

UU PPHI menyatakan hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial diangkat 

dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Calon hakim Ad-

hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama yang disetujui oleh Menteri 

atas usul serikatpekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha. Ketua 

Mahkamah Agung mengusulkan pemberhentian hakim Ad-hoc Hubungan 

Industrial kepada presiden. 

 

2.4.2. Tugas dan Fungsi Hakim 

 

Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai–nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini ketika 

berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada 

dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali  

dari nilai–nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus 

terjun ketengah–tengah masayarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu 

menyelami perasaan hukum  dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum 

dan rasa keadilan masyarakat. 

 

Tugas Hakim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Membantu mencari keadilan; 

b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan; 
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c. Mendamaikan para pihak yang bersengketa; 

d. Memimpin persidangan; 

e. Memeriksa dan mengadili perkara; 

f. Meminitur berkas perkara; 

g. Mengawasi pelaksanaan putusan; 

h. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan; 

i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; 

j. Mengawasi penasehat hukum.
21

 

 

Sedangkan fungsi hakim adalah menyelenggarakan peradilan atau mengadili dan 

menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut 

oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan 

dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran 

sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh 

terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan 

terdakwa. Artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. 

Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya 

terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan 

menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian kadilan 

tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan 

fungsi dan tugas tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat tekhnis 

profesional dan harus bersifat non politis serta non pertisan. Peradilan dilakukan 
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sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa 

pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.
22

 

 

2. 5. Hakim Ad-hoc 

 

Hakim Ad-hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan 

pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
23

 

 

Pasal 70 UU PPHI Pengangkatan hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial 

dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. 

Untuk pertama kalinya pengangkatan hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur serikat 

pekerja/serikat buruh dan 5 (lima) orang dari unsur organisasi pengusaha. 

 

2. 5. 1. Latar Belakang dibutuhkannya Hakim Ad-hoc 

 

Keberadaan Hakim Ad-hoc dalam sistem peradilan Indonesia dimulai saat hakim 

Ad-hoc ditempatkan pada jajaran pengadilan tata usaha negara (PTUN). Secara 

historis Hakim Ad-hoc merupakan bentuk partisipasi dari luar peradilan yang 

berkedudukan sebagai hakim bersama-sama hakim karier untuk tujuan khusus 

yang sebenarnya sudah pernah dijalankan di Indonesia sebelumnya. Dengan kata 

lain hakim Ad-hoc yang secara konseptual keberadaannya untuk tujuan khusus (a 
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special purpose) seperti dalam pengadilan pidana bukan merupakan hal baru 

dalam sejarah pengadilan di Indonesia.
24

 

 

Konsep awal keberadaan Hakim Ad-hoc dalam PTUN adalah karena faktor 

perlunya keahlian dalam majelis Hakim ketika mengadili perkara. Sekitar tahun 

1986, Hakim Ad-hoc pertama kali dimasukkan pada PTUN kemudian diikuti pada 

lingkungan peradilan umum dalam pengadilanpengadilan khususnya antara lain 

pengadilan Hak Asasi Manusia (pengadilan HAM), pengadilan tindak pidana 

korupsi (pengadilan tipikor), dan pengadilan perikanan. Pengaturan mengenai 

hakim Ad-hoc diatur dalam undang-undang tersendiri. Hakim Ad-hoc pada 

pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), hakim Ad-

hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan 

Tipikor), dan hakim Ad-hoc pada pengadilan perikanan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). 

 

Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk dalam rangka 

melaksanakan amanat Pasal 72 UU PPHI perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan 

Hubungan Industrial dan Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, 

pemerintah telah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 
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tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc 

Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung. 

 

2. 6. Rekrutmen Hakim Ad-hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial 

 

Perekrutan adalah proses, cara, perbuatan merekrut atau pemilihan dan 

pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan 

sifat dan status seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial, dan prestasi atau 

kombinasi dari kesemuanya.
25

 

 

Menurut Henry Simamora Perekrutan (Recruitment) adalah serangkaian aktivitas 

mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan 

pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi 

dalam perencanaan kepegawaian.
26

 

 

Pasal 61 UU PPHI, menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung. Pengangkatan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 63 

UU PPHI menyatakan Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial diangkat 

dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Calon Hakim Ad-

hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama yang disetujui oleh Menteri 

atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha. Ketua 
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Mahkamah Agung mengusulkan pemberhentian Hakim Ad-hoc Hubungan 

Industrial kepada presiden. 

 

Berdasarkan Pasal 64 UU PPHI, seseorang untuk dapat diangkat menjadi Hakim 

Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-hoc pada 

Mahkamah Agung, harus  memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; 

e. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter; 

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 

g. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) kecuali bagi Hakim Ad-

hoc pada Mahkamah Agung syarat pendidikan Sarjana Hukum; dan 

h. berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun. 

 

Proses rekruitmen melalui beberapa tahapan seleksi sebagai berikut : 

1. Pendaftaran dengan ketentuan para calon Hakim menyerahkan dokumen sesuai 

yang telah ditentukan panitia seleksi pada hari dan jam kerja 

2. Seleksi Administrasi, dalam rangka menentukan nominasi calon Hakim Ad-

hoc PHI dan MA; 

3. Pengumuman hasil nominasi calon Hakim Ad-hoc PHI dan MA, masing-

masing Disnaker Propinsi dan Kemenaker menerbitkan Surat Keputusan 

tentang para calon Hakim Ad-hoc yang lulus seleksi administrasi; 
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4. Pelaksanaan Tes Tertulis dilaksanakan serentak diadakan  di seluruh Indonesia. 

 

Para calon hakim harus melalui tahapan-tahapan diatas, para Calon Hakim Ad-hoc 

tingkat PHI dan MA yang telah lulus seleksi tes tertulis selanjutnya dapat 

mengikuti seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung 

untuk nominasi calon Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan oleh 

Komisi Yudisial untuk nominasi calon Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung. 

Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi akan ditentukan oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

 

Persyaratan: 

1. warga negara Indonesia; 

2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

4. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 57 (lima puluh 

tujuh) tahun pada saat pendaftaran; 

5. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter; 

6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 

7. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S.1); 

8. berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun yang 

dapat terdiri dari: 

a. pengalaman penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipartit, 

mediasi, konsiliasi, atau arbitrase); 
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b. kuasa hukum/pengacara dalam penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial; 

c. pengurus SP (Serikat Pekerja)/SB (Serikat Buruh) atau pengurus 

organisasi pengusaha (semua tingkatan); 

d. konsultan hukum bidang hubungan industrial; 

e. pengelola SDM di perusahaan/organisasi; 

f. dosen/tenaga pengajar hubungan industrial; 

g. anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)/ 

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)/Hakim Ad-hoc 

Pengadilan Hubungan Industrial/Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung; 

h. narasumber/pembicara seminar/lokarya/forum hubungan industrial 

lainnya. 

9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak mengajukan 

mutasi sebelum masa jabatan 5 (lima) tahun; 

10. tidak sedang menjabat sebagai: 

a. anggota lembaga tinggi negara; 

b. kepala daerah/kepala wilayah; 

c. anggota lembaga legislatif tingkat pusat/daerah; 

d. aparatur sipil negara; 

e. anggota TNI/Polri; 

f. pengurus partai politik; 

g. pengacara; 

h. mediator/konsiliator/arbiter; atau 
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i. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi 

pengusaha. 

11. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan 

diri sebagai Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebesar nilai 

yang ditetapkan oleh Panitia. 

Lamaran dilampiri: 

1. fotokopi akte kelahiran atau akte kenal lahir; 

2. daftar riwayat hidup; 

3. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku; 

4. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau Puskesmas; 

5. surat berkelakuan baik dari kepolisian; 

6. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh 

instansi yang berwenang sebanyak rangkap 2 (dua); 

7. pas photo berwarna dan terbaru, berlatar belakang merah, ukuran 4 X 6 cm 

sebanyak 4 (empat) lembar; 

8. dokumen tanda berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 

(lima) tahun; 

9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan 

tidak mengajukan mutasi sebelum masa jabatan 5 (lima) tahun yang dibuat 

di atas kertas bermeterai Rp6.000,00; 

10. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai: anggota lembaga tinggi negara, 

kepala daerah/wilayah, anggota legislatif tingkat pusat/daerah, aparatur sipil 

negara, anggota TNI/Polri, pengurus partai politik, pengacara, 

mediator/konsiliator/arbiter, atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau 
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pengurus organisasi pengusaha yang dibuat di atas kertas bermeterai 

Rp6.000,00; dan 

11. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila 

mengundurkan diri sebagai Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial 

yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00. 

 

Pelaksanaan Pendaftaran 

1. Pendaftaran calon Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial ditujukan 

kepada Panitia Seleksi Daerah dengan alamat kantor/instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.. 

2. Pengusulan pendaftaran calon Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan 

Industrial dilaksanakan 10 hari kerja pada jam kerja setempat. 

3. Kebutuhan Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial. 

 

Jika melihat dari persyaratan di atas, maka sebenarnya tidak sulit untuk mencari 

orang yang dapat menjadi hakim Ad-hoc. Akan tetapi tidaklah cukup jika dengan 

hanya gelar S1 dan pengalaman 5 tahun di bidang hubungan industrial, kemudian 

diangkat menjadi hakim Ad-hoc, karena ini perkara yang bersifat khusus, maka 

diperlukan orang yang benar-benar mengetahui dan memahami peraturan 

perundang-undang di bidang ketenagakerjaan, dan hukum acara yang berlaku, dan 

itu menjadi tidak mudah, karena hakim Ad-hoc tidak boleh merangkap jabatan, 

sedangkan yang biasanya memahami ketentuan-ketentuan perundang-undang di 

bidang ketenagakerjaan dan Hukum Acara adalah pengacara, dan kalangan 

akademisi (PNS) atau pengurus organisasi pengusaha yang dulunya pernah aktif 
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sebagai anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat. Oleh 

karena itu bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya, selain melihat dan 

memperhatikan pendidikan, juga pengalaman, kemampuan dan integritas calon 

yang diusulkan untuk diangkat sebagai hakim Ad-hoc, harus diseleksi dengan 

ketat, karena hakim Ad-hoc ini sebelum menyelesaikan suatu perselisihan, ia 

harus benar-benar memahami dan mengerti duduk perkara yang sebenarnya, 

melalui proses pembuktian, harus memperhatikan hukum yang berlaku, perjanjian 

yang ada, hukum kebiasaan dan keadilan. 

 

Seorang Hakim Ad-hoc yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas, 

maka jabatannya sebagai hakim Ad-hoc dapat dibatalkan. Memperhatikan 

persyaratan untuk dapat menjadi hakim Ad-hoc pada pengadilan hubungan 

industrial seperti di atas, maka tidak terlalu sulit untuk menemukan sumber daya 

manusia yang akan direkrut untuk menjadi hakim Ad-hoc.Namun kesulitan mulai 

muncul setelah melihat ketentuan tentang larangan jabatan rangkap dari hakim 

Ad-hoc. Banyak yang berpengalaman dalam bidang hubungan industrial lebih dari 

5 (lima) tahun serta memahami ketentuan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan, tapi yang bersangkutan adalah pegawai negeri sipil (kalangan 

kampus), pengacara, pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus 

organisasi pengusaha yang sebelumnya aktif sebagai anggota panitia penyelesaian 

perselisihan perburuhan daerah/pusat. Maka, bagi pihak-pihak yang berkeinginan 

menjadi hakim Ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial dari sekarang harus 

sudah mengantisipasi persyaratan-persyaratan tersebut. 
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Keberadaan hakim Ad-hoc, di samping hakim karier, mempunyai peranan yang 

penting dalam rangka menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, 

keterlibatan hakim Ad-hoc diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang 

memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berselisih. Oleh karenanya 

pengangkatan hakim Ad-hoc hendaknya benar-benar orang yang mempunyai 

kompetensi di bidang hubungan industrial sehingga keputusan yang dihasilkan 

benar-benar didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

Hakim Ad-hoc adalah Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan 

Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat 

pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha. Pasal 1 angka 3 menyatakan 

bahwa organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh 

Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan, 

sedangkan serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah 

organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan 

maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya. 

 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2004 menyatakan pula bahwa 

Hakim Ad-hoc diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah 

Agung. Mengenai pengangkatan Hakim Ad-hoc dari serikat kerja atau serikat 
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buruh dan pengusaha diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 

2004, yaitu: 

a. Calon Hakim Ad-hoc dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh serikat 

pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan dan calon Hakim Ad-hoc dari unsur pengusaha 

diusulkan oleh organisasi pengusaha kepada Menteri. 

b. Pengusulan calon Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial diajukan 

oleh serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan 

organisasi pengusaha setempat kepada Menteri. 

c. Pengusulan calon Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung diajukan oleh 

serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha tingkat nasional 

kepada Menteri. 

 

Ada berbagai alasan penunjukkan Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan 

Industrial. Sahala Aritonang, S.H., Am.Pd., selaku Hakim Ad-hoc Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa 

Hakim Ad-hoc dapat berkontribusi dalam proses pembuatan keputusan 

berdasarkan pengalaman Hakim Ad-hoc bekerja di bidang hubungan industrial 

dan sebagai calon dari serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha, 

mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif maupun 

tantangan yang dihadapi oleh para pihak yang berselisih. Hakim Ad-hoc 

umumnya memiliki pemahaman yang kuat tentang isu substantif, yang 

melengkapi keahlian hakim karier dalam hal prosedur perdata dan litigasi umum. 
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Semua Hakim Ad-hoc harus memiliki pengalaman minimal lima tahun kerja di 

bidang hubungan industrial dan minimal lulusan S1 dari universitas yang diakui 

agar dapat dinominasikan ke dalam Pengadilan Hubungan Industrial. 

 

Hakim Ad-hoc yang bertugas pada Pengadilan Hubungan Industrial di Mahkamah 

Agung harus memiliki gelar Sarjana Hukum. Hakim karier yang ditugaskan di 

Pengadilan Hubungan Industrial ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri 

setelah bekerja selama beberapa tahun tertentu di Pengadilan Negeri tersebut. 

Hakim karier tidak akan ditunjuk untuk menjadi hakim penuh waktu di 

Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga mereka tetap bertugas di Pengadilan 

Negeri. Sahala Aritonang selaku Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa semua kandidat 

Hakim Ad-hoc harus lulus ujian tertulis tentang materi Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Materi tersebut mencakup seperangkat pertanyaan pilihan 

berganda dan jawaban luas secara tertulis. Ujian dilaksanakan di kantor dinas 

tenaga kerja provinsi sebagai tahap pertama proses perekrutan (setelah dicalonkan 

oleh serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha). Setelah lulus tes, 

kandidat akan diwawancara di Mahkamah Agung dan menjalani pemeriksaan 

psikologis (dilaksanakan oleh Universitas Indonesia). Tes psikologis merupakan 

tes sikap perilaku guna menilai kepribadian dan kesehatan mental hakim. Tes ini 

tidak mencakup pemeriksaan latar belakang, penilaian integritas atau posisi 

kandidat. Walaupun demikian, tes psikologi cenderung menjadi komponen yang 

paling sulit bagi para kandidat selama proses rekrutmen. 



 
37 

Sebelum memangku jabatannya, Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial 

wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, 

bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut: 

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk 

memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan 

nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu 

kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 

langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan 

mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, 

dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan lain yang 

berlaku bagi negara Republik Indonesia. 

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya 

ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan 

melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

 

Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diambil 

sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk. 

Berdasarkan Pasal 66 UU PPHI, Hakim Ad-hoc tidak boleh merangkap jabatan 

sebagai: 

a. anggota Lembaga Tinggi Negara; 
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b. kepala daerah/kepala wilayah; 

c. lembaga legislatif tingkat daerah; 

d. pegawai negeri sipil; 

e. anggota TNI/Polri; 

f. pengurus partai politik; 

g. pengacara; 

h. mediator; 

i. konsiliator; 

j. arbiter; atau 

k. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha. 

 

Dalam hal seorang Hakim Ad-hoc yang merangkap jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), jabatannya sebagai Hakim Ad-hoc dapat dibatalkan. 

Pasal 67 UU PPHI, Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim 

Ad-hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan 

hormat dari jabatannya karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; 

c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan; 

d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-hoc pada Pengadilan 

Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi 

Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung; 

e. tidak cakap dalam menjalankan tugas; 

f. atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh 

yang mengusulkan; atau 
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g. telah selesai masa tugasnya. 

h. Masa tugas Hakim Ad-hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

 

Pasal 68 UU PPHI menyatakan bahwa Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan 

Industrial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: 

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 

b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan melalaikan 

kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya tanpa alasan yang sah; atau 

c. melanggar sumpah atau janji jabatan. 

 

Pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk 

mengajukan pembelaan kepada Mahkamah Agung. Hakim Ad-hoc Pengadilan 

Hubungan Industrial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. 

Hakim Ad-hoc yang diberhentikan sementara sebagai-mana dimaksud dalam ayat 

(1), berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2). 

 

Pasal 70 UU PPHI Pengangkatan Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial 

dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. 

Untuk pertama kalinya pengangkatan Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur serikat 

pekerja/serikat buruh dan 5 (lima) orang dari unsur organisasi pengusaha. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan pemecahan atau penyelesaian masalah melalui 

tahp-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

A. Pendekatan yuridis normatif 

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti 

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

;iteratur yang berkaitan dengan Mekanisme Perekrutan Hakim Ad-hoc di 

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi Lampung. 

 

B. Pendekatan yuridis empiris 

Pendekatan yuridis empiris dengan meneliti secara langsung ke Pengadilan 

Perselisihan Hubungan Industrial Tanjung Karang untuk melihat secara langsung 

penerpan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan 

dengan Mekanisme Perekrutan Hakim Ad-hoc di Pengadilan Perselisihan 

Hubungan Industrial di Provinsi Lampung, serta melakukan wawancara dengan 
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informan yang dianggap dapat memberikan informasi menganai pelaksanaan 

penegakan hukum tersebut. 

 

3.2. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

b. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan informan, yaitu Sahala Aritonang, S.H., 

AM. Pd. (Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial PN Tanjung 

Karang) dan Henny S. Mumpu, S.H., (Bidang Hubungan Industrial dan 

Hubungan Tenaga Kerja DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung) untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan 

hukum yang terdiri dari: 

1) bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi 

oleh pembentuk hukum negara,
27

 yang berkaitan dengan penelitian, 

antara lain: 

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial; 
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c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; dan 

d) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan 

Hubungan Industrial dan Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah 

Agung 

2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan indang-undang, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya pakarhukum, dan sebaginya.
28

 Bahan 

hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitan ini 

diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang 

berhubungan dengan . Mekanisme Perekrutan Hakim Ad-hoc di 

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi Lampung. 

3) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus 

hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia majalah, surat kabar dan 

jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang 

didapat melalui internet berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

 

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

 

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. 

Peneliti dalam memperoleh data sekunder melakukan serangkaian studi 

dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca atau mempelajari, membuat 

catatan-catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu 

berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang 

sedang dibahas dalam penelitian ini. 

 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

 

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. 

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut dengan 

mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang 

dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.4.  Metode Pengolahan Data 

 

Data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal 

yang baikdalam melakukan pengolahan data, peneliti melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 
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a. Identifikasi, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan 

Mekanisme Perekrutan Hakim Ad-hoc di Pengadilan Perselisihan Hubungan 

Industrial di Provinsi Lampung. 

b. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna 

atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk 

menjawab permasalahan dalampenelitian ini. 

c. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah 

ditetapkan. 

d. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan 

jenis data. 

 

3.5.  Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 

menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat 

sehingga diperoleh gambaran yang jelasdari jawaban permasalahan yang dibahas 

dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis 

menggunakan cara berfikir deduktif. 
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  BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme perekrutan Hakim Ad-hoc di Pengadilan Perselisihan Hubungan 

Industrial di Provinsi Lampung 

Hakim Ad-hoc adalah sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis Hakim 

yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara perburuhan 

atau perkara hubungan industrial yang pola rekrutmenya diawali dengan 

pendaftaran dengan ketentuan para calon Hakim menyerahkan dokumen 

sesuai yang telah ditentukan panitia seleksi pada hari dan jam kerja 

kemudian Seleksi Administrasi, dalam rangka menentukan nominasi calon 

Hakim Ad-hoc PHI dan MA dilanjutkan dengan pengumuman hasil 

nominasi calon Hakim Ad-hoc PHI dan MA, masing-masing Disnaker 

Propinsi dan Kemenaker menerbitkan Surat Keputusan tentang para calon 

Hakim Ad-hoc yang lulus seleksi administrasi dan diakhiri dengan 

pelaksanaan Tes Tertulis dilaksanakan serentak diadakan  di seluruh 

Indonesia. 
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2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perekrutan Hakim Ad-hoc 

di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi Lampung 

Adapun faktor penghambat dari perkrutan Hakim Ad-hoc adalah kurangnya 

sosialisasi mengenai perekrutan yang terkesan lebih kepada formalitas 

semata dan kurangnya keterbukaan proses rekrutmen kepada publik. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan: 

1. Sebaiknya dalam perekrutan Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Hubungan 

Industrial lebih dengan transparan dan efisien serta dapat lebih banyak 

melibatkan akademisi atau individu-individu pekerja profesional, sehingga 

Hakim Ad-hoc yang diterima merupakan orang-orang benar-benar ahli di 

bidang perburuhan atau ketenagakerjaan. 

2. Sebaiknya Hakim Ad-hoc diberikan pelatihan yang lebih mendalam tentang 

perselisihan hubungan industrial agar dapat meningkatkan pemahaman dan 

profesionalisme dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di 

tingkat pengadilan. 
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